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PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR 

PER.~TURAN Oi!I.ERAH KABUPATEN KARANGANYAR 

NOMOR 1.3 TAHUN 2007 

TENTANG 

Pl":rWSAH/\f,N l)Af:R/\H AIR MINIJM KABUPATEN KARANG/\NYAR 

Menimbang 

Mengingat 

DEl~GAN P.AHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KARANGANYAR, 

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan air 
bersil, dw1 air ·ninum kepadn masy;:1rc1kal, perlu 
adanya peningkatan profesionalisme dalam 

pe:ngeloiaan PDAM; 
b. bahwa Peraturan Oaerah Kabupaten Karanganyar 

Nomor 23 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah 
Air Minum Kabupaten Karanganyar sudah tidak 
sesuai lagi dengan perkembangan dewasa irn 
!iehingg?. per!u diatur kembali; 

c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

1.-

2. 

3. 

Undang-l!ndcsng Nomor 13 Tahun 1950 tenrong 
Pembentukan Oaer2h-daerah · Kabup2ter. dalam 
Ungkungan Pruvinsi Jawa T engah; 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang 
f>erusaha::m Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tat,un 1962 Nomor 10, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387); 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang 
Sumber Daya Air (Lembaran Negara Rapublik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan 
~mbaran Negara Rep!.!blik Indonesia Nomor 4337); 

Undang-Undang Nomor 10 Tahuri' 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, T ambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 

6. Perat<.1ran Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 
tentang Pe~mba,gan Sistem Penyediaan Air 
Minum (Lemtaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 33 Tambahan Lembamn Negara 
Republik Indonesia l\!omor 4490); 



l . Peraturan M(.nteri Oalam Negeri Nomor 1 
Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan 
Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan 
Pemerir,tah Oaerah; 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 
Tahun 19·90 tentang Tab Cara Kerjasama Ant.are 
Perusahaa_n Daerah dengan Pihak Ketiga; 

9. Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 23 
Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara 
Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan 
Daerah Air Minum; 

1 0 P~raturan Mootcri Oalam Negeri Nomor 2 
Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawai~n ~--
P erusa h aan Oaerah Air Minum; 

11. Keputusan Menteri Negara Otonomi Da~rah 
Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi 
Perusahaan Daerah Air Minum. 

Dengan Persetujvan Bersama 
DEWAN PERWAKllAN RAl<VAT OAERAH KABUPATEN KARANGANYAR 

dan 

Menetapkan 

BUPATIKARANGANYAR 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN DAERAH ·,-ENTANG PERUSAHAAN DAERAH 
AIR MINUM KABUPATEN KARANGANYAR. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Oal~m Peraturan Oaerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah aciaiah Kabupaten Karanganyar. 

2. Bupati ad:1lah Bupati Karanganyar. 

3. Pe~nerintah Daeran adalah aupati be.serta Perangkat 
Daerah Otonom yang lain sebagai Sadan Eksekutif 
Oaerah. 

4. o.e~an Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 
d1s1ngkat DPRD adalah Dewan Perwakifan Rakyat 
Daerah Kabupaten K?ranganyar. 

5. P~~sahann Daerah Air Minum yang selanjutnya 
d1srngkat P_D~M adal.ah Sadan Usaha Milik Daerah yang 
bcrgerak d1 b1dang pelayanan air minum. 

6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM 
Kabupaten Karanganyar. 

7. · Direksi adalah Direksi POAM Kabup3ten Karanga'1yar. 



8. Pegawai adaiah ?cgawai PDAM Kabupa,en Karanganyar. 

9. Jasa Prctiuks: adnlah laba bersih SE>tel;:ih dikurangi dengan pemyusutan, 
cadar:gan. tujua., dan pengumngan ya:rg wajar da/am perusahaan. 

BAB II 
NAM/\ DAN TEMPAT KEDUDUKAN 

Pasal2 

(1) PDAM adalah Sadan Usaha Milik Oaerah -,,ang <lidirikan dengan Peraturan 
Daerah Kabupatel") Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 5 Tahun 1983 
tentang Perusahaan Oaerah Air Minurn Kabupaten Daerah Tinukat II 
Karanganyar. 

(2) POAM sebngairr.ana dimaksud pada ayat (1) Fasal ini berkedudukan di Kota 
Kabu;:,aten Karanganyar. 

(3_) PDAM sebaga:mana dimai<sud paC:a ayat (1) Pas~I ini dapat membuku 
Kantor Unit Peh;1yanan di wilayah Kabupaten Karanganyar. 

BAB Ill 
VIS/, MIS/ DAN SEBUTAN PDAM 

Pasal3 

(1) Visi ?DAM adalah TerwuJudnya Kemampuan untuk Memberikan Layanan Air 
Bersih secara "Te;:iat Kualitas, Tepat Kuantitas dan Tepat Kor,tinuitas". 

(2) Misi POAM adalah Meningkatnya Kesehatan Masfaralcat Karanganyar 
me!alui Kegiatan Usaha Air Bersih yang Dikelola secara Profesional dar. 
berorientc1si pada Keuntungan dengan Tetap Memperhatil<an Amanot 
Kepentingan Umum serta Kelestarian Ling~ungan. 

(3) PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini 
diberikan se!:mtan PDAM "TIRTA lAWU". 

BABIV 
TUJUAN, TUGAS DAN USAHA 

Pas-al 4 

{1) PDAM didiriltan dengan tujuan untuk pemenuhan kebutuhan air bersih ,:tan 
air minum dalam rangka meningkatkar. derajat kesehatan masyarnkat dan 
sebagai salah saf.u sumber pend_apatan asli daerah. ·, 

(2) PDAM rnempunyai tugas menyelenggarakan, mengelola dan mengawasi 
pemakaian air ber~ih sec~ra ~erata dan efisien dalam rangka pemenuhan 
kebutunan air bers,h dan arr mmum. 

(3) Untuk menyelanggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2}. 
POAM melakukan usaha-usaha pengadaan, penyediarn, dan pengaturan air 
bersih dan air rninum uritul-: memenuhi kebutuhan masyarakdt. 

(4) PDAM dapat melakukan kegiatan atau membuka usaha lain yang sejenis 
untuk meningkatkan pendapatan PDAM. 



BABV 
MODAL 

Pasal5 

(1) Oengan Pernturan Daerah ini, Modal Dasar PDAM ditetapkan sebesar 
Rp 40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah). 

(2) Mod3f disetor POAM sampai Jengan ditetapkan PP-raturan Oaerah ini 
sebesar Rp ·t9.95l).500.000,00 (sembifan betas mifyar sembilan ratus lima 
puluh _juta lima ratus ribu rupiah). 

(3) Modal POAM merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. 

(4) Penambahan Modal Oisetor sebagaimana dimaksud pada ayat •(2) sampai 
dengan dipenuhinya Modal Oasar sebagaimana dimaksud pada ayat ('I). 
ditetapkan d~ngan Keputusan Bupati t:,erdasarkan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Oaerah Kabupaten Karanganyar. 

(5) Perubahan Modal Oasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah. 

BABVI 
ORGAN PDAM 

Pasal6 

(1) PDAM yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah didukung dengan organ dan 
kepegawaian. 

(2) Organ PDAM !;ebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : 

a. 8upati selaku pemilik modai; 

b. Direksi; dan 
c. Dewan Pengawas. 

Bagian Kesa~u 
Direksi 

Pasal7 

(1) Oireksi diang~;at oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas. 

(2} Calon Oireksi diutamakan bukan dari PP-gawai Negeri Sipil, dan apabila calon 
Direksi berasal dari Pegawai Negeri Sipil, maka yang beraangkutan harus 
mefepaskan ter!ebi~ dahulu status kepegawaiannya. 

(3) Batas usia Oireksi yang berasai dari luar PDAM pada saat diangkat pertama 
kali herumur paiiog tinggi 50 (lima puluh) tahun. 

(4) Batas usia Dimksi yang bernsal dari PDAM pada saat diangkat pertama kaH 
berumur palir:g tinggi 55 {lima pLluh lima) tahun. 

(5) Jobat3n Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 
60 (enam puluh) tahL1t1. 



Pasal8 

( I) UntuK dapat diangkat sebagai Oireksi harus memenuhi persyaratan : 

a. mempunyai pendidikrJn Sarjana Strata 1 (S-1); 

b. mempun·)•ai pengalaman kerja 10 tahun bagi yang berasal dari PDAM 
atau mnmpunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola 
perusah.;,an bagi yang bukan beraJal dari POAM yang dibuktikan dengan 
surat keterangan (referensi) rJari perusahaan sebelumnya dengan 
penilciian baik 

c. lulus pela~ihan manajemen air r.,inum di dalam atau di luar negeri yang 
telah to?-rakreditas: di!:>..iktil<:a;i dengan sertifikasi atau ijazah; 

d. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi POAM; 

e . bersedia beke~a penuh wal--tu; 

f • t:dak terikcit hubungan kaluarga dengan Bupati/\lVakil Bupati atciu Dewan 
Pcngciwas .:i1au Dir~ksi lainnya sampai derajat ketiga menurltt garis lurus 
atau ke sarnplng termasuk menantu dan ipar; 

g. lulus uji kelayal<ar. dan kepatl!tan yang dilaksanakan oleh tim ahli yung 
ditunjuk oleh Bupati. 

(2) Pengangkatan Oireksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pc1sal ini 
ditetapkan drngan f<eputusan Bupali. 

Pasal9 

(1) Jumlah Direlcsi d1tetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM de:igan 
ketentuan: 

a. Tipe A jumlah pelanggan sampai dengan 10.000 pelanggan dipimpin oleh 
1_ (satu) orang Direksi dan 2 (dua) orang Kepala Bagian; 

b . Tipc B jumlah petanggan 10.001 s/d 30.000 pelanggan dipimpin oleh 1 
(satu) orang Direksi dan 3 (tiga) orany Kepala Bagian; 

c. Tipe C jumlnh palanggan 30.001 s/d 50.000 peianggan dipimpin oleh 3 
(tiga) orang Direksi dart 6 (enam) orang Kepala Bagian; 

d. Tipe D jur,lah peianggan 50.001 s/d 100.00G pelanggan dipimpin oleh 3 
(tiga) orang Direksi dan 7 (tujuh) orang Kepala 8agian; 

e. Tipe E jumlah palanggan lebih dari 100.000 dapat mengembangkan 
struktur organisasi sendiri dengan dipimpin oleh 4 (empat) orang Direksi. 

I 

(2) Pendntuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r., 
huruf d dan t1uruf e dilakukan berdasarkan asas efisiensl dan efektivitas 
pengurusan dan prmgelolaan PD~M. 

(3) Direksi yang berju'mlah paling banyak 3 (tiga) atau paling banyak 4 (empat) 
orang sebagc1imana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, 
seorang dia:,taranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penllalan 
terbaik atas h~sil uji k~lay_akan ~an kepatutan yang dilakukan oleh Bupati 
terhadap seluruh Direksr. 

(4) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selalT'a 4 
(empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. 

(5) Pengangk~tan _kem~ali _sebagai~1ana di_maks~d pada a~at _(4) Pasal lni 
dilakukan apab1la Direks1 terbukt1 mampu meningkatkari k1nP.rJa PDAM dan 

. pelayanan kebutuhan air rninum kepada masyarakat setiap tahun. 

•. 



(6) ~ala_m h~I te~jadi penan·,bahan jumlah pelanggan sehingga merubah tipe, 
.Iumlah D1reks1 dan struktur organisasi PDAM sebagaimana dimaksud pada 
ciyat \ 1 ), mc1ka Direksi PDAM yang bersangkutan dapat diangkat kembali 
untuk _s~tu kali masa jabatan berikutnya dengan ketentuan usianya tida~ 
meleb1h1 60 (enam puluh) tahun. 

Pasal 10 

(1) Direksi dilarang memangkt1 jabatan ranqkap, yakni: 

a.· jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah 

Pusat dan Daerah· . ' 
b . onggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN dan badan usaha swasta;. 
c. jacatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada POAM; 

dan/atau · 
d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Oireksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau 
tidal< langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM. 

Pasal 11 

Direksi mcmpunyai tuga5 : 
a. menyusuri perencanaan. melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh 

kegiatan operasional PDAM; 

b. membina pegawai: 
c. mengurus dcm mer.gelola kekayaan POAM; 
d. menyclenggaral<.an administrasi umum dan keuangan: 
e. melaksanakan kegiatari teknis PDAM; 
f. rnenyamp3ikan ~an menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima} tahunan 

(business plan/corporate plan) yang disahkan Bupati mela!ui Dewan 

Pengawas; . 
g. menyusi..-n dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM 

yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Startegis Bisnis (business 
plan/corporate plan) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas: dan , 

h. menyusun dai i rnenyampail<an lapcran seluruh kegiatan PDAM termasuk 
Neraca dan Perhitung.an Laba/Rugi keµada Bupati melalui Dewan Pengawas. 

Pasal 12 

(1) Laporan s~b.~gaimana dlmaksud Pasal 11 huruf h terdiri dari Laporan 
Triwulanan d;1n Laporan Tahunan. 

(2) L.aporan Triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ttirdiri dari lapordn 
kegiatan opemsional dan keuangan yang disampai!<an kepada Dewan 
Pengawas. 

(3) Laporan Tahunar, &eba9aimana dimaksud pada ayat (1) terd iri dari laporan 
keuangan y;:rng te la:-, d iaudi! dan laporan manajemen yang ditandatangani 
bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati. 

(4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan p~ling 
rambat 120 (serntus dua puluh) hari setelah tahun buku POAM ditutup, untuk 
dlsahkan 0Ieh Bupatl psling tar ,1bat dalam waktu 30 (tlga puluh) hari setelah 

diterlma. • 



(S) Direksi meny1:>barluaskan Laporan Taf-,una~ melalui media masa paling 
la -nbal 15 (lifT"a be!as) hari setelah disahkan oleh eu·pati. 

(6) Anggota Direksi atau Dewan Peng.,iwas yang tidak menanda•angani Laporan 
Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayal (3) harus disebutkan alasannya 
secara ter:ulis. 

Pasal 13 

DireKsi da!am melaksanakan tugas sebagaimana dlmaksud Pasal 11 mempunyai 
wewenang: . 
a. mengangkat d,1:i memberhentikan pegawai POAM berdasarkan Peraturan 

Kepegawaian PDAM: 
b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerj& PDAM dengan persetujuan 

Bupati: 
c. mengangkat ~•eg::iwc.1i untuk men1uduki j.:ibatan di bawah Oireksi; 

d. mewakili PDAM di _dalam dan di luc:r pengadilan; 

e. menunjuk kuasa ,mtuk melakukan ::,erbuatan hukum mewakili PDAM: 
f. rr,er.a:idatangani laporan berkala (l~poran triwulan dan tahunan); 
g. menjual. menjaminkan atau rr elepas aset milik PDAM berdasarkan 

persetujuan Bupati atas pertimbant1an Dewan Pengawas; 
h. rnelakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan 

kerjasama deng;m pthak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan 
Dewan Pengawas dengan rnenjaminkan asset POAM. 

Pasal 14 

Untuk mendukung '<etancaran p~ngelolaan ?DAM, Oireksi ·:lapat diberikan dana 
representatife paIi:- g · banyak 75% (tujut· puluh lima perscratus) dari jurnlah 
penghasilan Dir-al<si dalam 1 (s<:1tu} tahun yang diterimakan pada setiap bulan 

teral\hir. 

Pasal 15 

('i) Apabila sampai berak!iirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Oirecksi 
baru masih dalam p,oses penyelesaian, Bupati dapat rnenunjuk/mengangkat 
Direksi lama atau seorang Pejabat Struktural PDAM sebagai pejabat 
s~mentara. 

(2) rengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dengan Keputusan Bupati. ., 

(3) Keputusan 8up~ti sebagaimana dlmaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 
6 (enam) bulan. 

(4} Pejabat sementara scbagaimana dim13ksud pada ayat (1) tidak dilakukan 
pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan. 

Pasal 16 

(1) Penghasilan Direkc;i terdiri dari gaji dc:n tunjangan. 

(2) Tunjangan seb~gcJimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : 

a. tunjangan jabatan~ 
b. tLmjangan ke~ehatan yang layak termasuk isteri/suami dan anak; 



c. tunjan!'.Jan pen.:rnahan dinas atau uang stiwa rumah yang pantas; 

d. tunjangan isteri/s..iami dan ariak; 
e. tunjangan /ainr.ya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

(3) ~alam hal POAM mempero!eh keuntungan Oireksi memperoleh bagian dari 
1asa produk~i. ~ ' 

(4) Jasa ?roduk$i sebagaimana dimak_sud pada ayat (1) diberikan setiap tahun. 

(5) Besarnyn gJji, tunjangan cian jasa produksi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1 ), (2} dan (3) ditetapkan oleh Bupati dan kemampuan PDAM. 

(6) Jurnlah seluruh biaya untuk penghr1silan Direksi, penghasilan Dewan 
Pengawas, penghasilan pegawai dan uia~a tenaga kerja lainnya tidak boleh 
melebihi 40% (8mpat puluh perseratus) dari total biaya berdasarkan realisasi 
anggaran peru:;nhaa11 tahun anggaran yang lalu 

:>asal 17 

· (1) Oireks1 setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian 
yang besamya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul Dewan Pengawas 

dan kemampuan ?DAM. 

(2) Oireksi yang di!Jerhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya 
berakhir dapat c1iberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pc:da 
ayat ( 1) dengan sy.irat tclah rnenjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) 
tahun. · 

(3) Besarnya uang jasa pengabdian £:ebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
(2) didasar!<ar. atas perhitungan lamanya be11ugas dibagi masa jabatan 
dikalikan penghasilan bul.in terakhir. 

Pasal 18 

( 1) Direksi memporoleh ha~: cuti meliputi : 
a. cuti tahunan paling lama 12 (dua betas) hari kerja; 
b. cuti besar pali11g lama 2 (dua) bulan untuk seti3p satu kali masa jabatan; 

c. cuti bersalin bagi Oircktris paling lama 3 (tiga) bulan; 

d. cuti sakit;. 
e. cuti kornna ala!3an penting: 

f. cut! nikah; ., 
g. cuti diluadanggungan PDAM. 

(?.) Direksi yang menjalanlcan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap 
diber.ikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan PDAM. 

(3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksuc1 pada ayat (1 ), diatur lebih lanjut 
oleh Bupati dengari berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

(1) Oireksi berhenti karena: 
a. n,asa jal)atannya t>erakhir; 

. b. meninggal dunia. 

'· 

Pasal 13 



(2) Direksi diberhentikr:m karena: 
a. permintaan senci.iri; 

b. r-:~organisasi: 

c. mencapai tatas usia 60 (P,nam puluhl tahur. ; 
. d . rnelakukan tindakan yang merugikan POAM: 

e. lenibat dcllam :inool-: pidana berd;:isarkan putusan Pengadilan yang telah 
mempunyai i<8kuatan hukum tetap dengan ancaman pidana lebih dari 5 
(lima) tahun: 

f. kesehatan11ya tergang~u sehingga tidak dapat melaksanakan tugas . 

. (3) Pemberhe.1tian Oireksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan olch 
Bupati. · 

Pasa/20 

(1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud ~alam 
Pasal 19 ayat (2) lluruf d dan e ini diberhentikan sementara oleh Bupat, atas 
usul Dewan Pengawat untuk jangka woktu paling lama 1 (satu) bulan. 

(2) Pernber'1entian sem~ntara sebagaimana dimal<sud pads ayat (1) ditetapkan 
oleh Bupati disertai dengan ,1Iasan dan diberitahukan kepada yang 
ber~angkulan. 

Pasal21 

( 1) Pal:ng lamb at 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sem~ntara sebagaimana 
dimaksud da!am Pasal 20, Dewan Pengawas melakukan sida,19 yang dihadiri 
oleh Oirek~i untuk menetapkan yang bersangkutan d!berhentikan atau 
direhabilitasi. 

(2) Dewan Pcngdwas r.,elaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati untuk memb-erhentikan atau 
merehabilitasi. 

(3j .~.pabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi 
tidak hadir lH"pa alasan yang sah, yang b')rsangkutan dianggap menerima 
hasil sida'1g Dewan Pengawas. 

(4) Apabila perbuatan yang clilalcukan oleh Direksi merupakan tinaak pidana 
dengan putusan bersalah clan tel.ah memperoleh kekuctan hukum tetap yang 
bersangkutan diberhentikan dengan tici.ik hormat. 

Pasal22 

(1) Dewan Pengaw3s berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah, profesicnal 
dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat dan diberhentikan oleh 
Bupati. · 

(2) Batas usla Dewan Pengawa& paling iinggi 65 (enam pufuh lima) tahun. 



Pasc:1I23 

(1 l Untuk dapat diangkat seragai Dewan Pengawas harus memenuhi 
p~rsyaratan : 

a. mengu~sc1i manajernen PDAM; 

b . men:,,edia1<3n 'Naktu yan!J cukup untuk melaksanakan tugasnya; 

c.' ~idak terikat hubungan keluarga dengan eupati/Wakil Bupati atau .Dewan 
Pengawas atau Direksi lainnya s~mpai derajat ketiga menurut gcins lurus 
atau ke ~amping termasuk menantu dan ipar; 

d. mempunyai pengalaman dolam bidang keahliannya minimal 2 (dua) 
tahun. . 

· (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Pasa124 

(1) Jumlah Dewan Pengawas ditP.tapkan b~rdasarkan jumlah pelanggan PDAM 
dengan ketoniuan: · 

a. paling banyaK 3 (tiga} orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 
30.000 {!iga puluh rib-.i) ; 

b. paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah fJClanggan diatas 30.000 (tiga 
puluh ribu}. 

(2) Penentuan jumlah Dewan l'engawa-s sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dllakukan berdas.;irkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas 
pengambilan keputusan. 

(3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1} terdiri dari Ketua 
merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota dan Anggota. 

(4) Masa jabatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1; 
selama .3 (tiga) t3hun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa 
jabatan. 

(5) Pengangkatan 1-:embali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) dilakukan apabil& terbukti dengan kinerja dalam pengawasar. 
tcrhadap pe/aksan3an kegiatan direksi dan kemampuan POAM dafam 
meningkat::m kine~a pelayanan kebutuhan air bersih dan air minum kepada 
masyarakat se!iap tahun. 

PasaI25 

Dewan Pstngawas memounyai tugas : ,, 

a. melaksanakan pcmgawasan, pengendalion dan pembinaan terhadap 
pengurusan dan pengelolaan PDAM; 

b. n,emberikan pertimbangan dan saran kP.pada Bupati diminta atau tidak diminta 
guna perbai~c1n dan ~~ngembanga~ PD~M antara lain pengangkatan Direksi, 
program kcrJa ya~g _d1aIukan ol_eh Direkst, rencana perubahan status kekayaan 
POAM. rer,~ana pm1oman. dan 1katan hukum dengan pihak lain serta menerima 
dan rnernenk5a laporan tnwulan dan laporan tahunan; 



c. memeriksa ?a~ menyampaikan Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tah~nan dan 
Renc~na Bisn,s dan Ar.ggaran Tahunan PDAM yang dibual Direksi kepada 
9u;>at, unt•Jk mendapatakan pengesah&n. 

Pasal26 

D0 wan Penga d d. k ud pada P - was alam melaksanakan tugas sebagairnana ,ma 5 
asal 25 mempunyai wewenang: 

a. m&nilai l<inerja Oireksi dalam mengelola PDJI.M; 

b. meni!ai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Oireksi untuk 
mendapatkan pengesah;in Bupati; 

c. meminta l<ete.ran~an Direksi mengenai pengek,laan dan pengembangan 
POP.M; · 

d. mengusulkan pengang►. atan, pember~entian semer.tara, rehabilitasi dan 
pemberhentian Direksi kepada Bup.:iti. 

Pasat 27 

(1) Untuk mcrnbantu kelancaran tuga:. Dewan Pengawas dapat dibe~tuk 
Sekr~tariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Direksi atas persetuJuan 
Dewan Pengawas. 

(2) Sekretariat Dewar. Pengawas scbagaimana dimaksud pada ayat (1) 
beranggotakan paling l.>anyak 3 (tiga) Oi ang dan dibebankan pada anggaran 
PDAM. 

(3) Pembentukan Sekretanat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan (2) mernperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM. 

Pasal28 

Dewan Pengowa;; d:berikan pengha!'\ilan berupa uang jasa.­

Pasal 29 

(1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling 
banyak 45% (mnpat puluh lima perser;itus) dari gaji Direktur Utama. 

(2) Sekretaris DP-wHn Penga...,-as merarrgkap enggota menerima uang jasa paling 
banyak 40% (E1m9at puluh perseratus) da1i gaji Dire1<tu1 Utama. 

(3) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uan9 jasa paling banyak 35% 
(tiga puluh lima perseratus) dari gaji Oirektur Utama. ., 

Pasal3~ 

Dalam hal PDAM memperoleh keu'1tungan, Dewan Pengawas m~mperoleh 
bagian dari jasa prc,duksi secara proposional dengan berpedoman ~•ada 
ketentuan Pasal 2~ Peraturan Oaerah ini. 

Pasal 31 

Besornya uang p1Hn _dan bagian dari jasa produksi sebagaimr.inn rtimaksud padr1 
Pasal 28 dan 29 d1tetapkan oleh Bupat1 dengan memperhatikan kemampuan 
PD/\M. 



Pas.il32 
(1) Dewan Penqawa · 

ditetc1pkan o:eh Bu 5 ~enc.lapat uang jasa pengabdian yang besamya 
· pat, dengan memperhatikan kemampu:m POAM. 

(2) Dewan ?<:•nr•aw;is . 
jabatann • l • . ynng d1berhentikan dengan horrnal sebelum masA 
dimc:1ksu ~a .t akhir, m2ndapat . uang jasa ;:,engabdian sebagaim~na 
sedikit 1 °( pat ,)a :iyat (1) dengan syarat t<::lah menialanl<an tugasnya paling 

sa u tahun. • 

(3) g1s~~n~a uar.g jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
d'k l'kidasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi mas~ jabatan 

1 a I an penghasilan b1..;!an terakhir. 

Pasa/33 

{1) Angguta Dew,:m Pengawas berhenti karena: 
a. rnasa jat:.atar.nya berakhir;dan 
b. rneningg,1! dur:i<l . 

(2) Anggoia Oewun Pcngawas diberhentikan l<arena : 
a. permintaan sendiri ; 
h. reorganisasi : 

c. kedudukin sebagai pejabat daeiah telah berakhir; 

d. rr.encapal hatas usia es (enam puluh) tahun; 

e. melak•Jkan tmd8kan yang merugikan °DAM; 
f. terlibat dalclm tindak pidana berda!;arkan putusan Pengadilan yang telah 

mempunyai :.<ekuatan hukum tetap d~ngan ancaman hukuman 5 (lima) 
tahun; 

g. kesehatannya ~eroangg•J sehingga tidak dapat melaksanakan tugas . 

. (3) Pemberhentian Anggota Oewa, Pengawas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) ditP-tapkan oleh Bupati. 

Pasal 34 

! 

~1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan p~rbuatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf f dan g diberhentikan sementara 
cleh Bupati. 

(2) Pemberhentian sementara sebagaimar:a dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan 
dengari Keputusan· Bupa!i. ·, 

Pasal35 

(1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati 
melaksam:ikan rapat yang dihadiri olch anggota Dewan Pengawas untuk 
menetc:ipkan yang bersangkutan diberhentkan atau direhabilitasi. 

(2) . Apabila d;1/am. wa!ctu ·1 (satu) bulan Bupati ~e/um melakukan rapat 
sebaJaimana dunaksud pada ayat (1) pemberhent,an sementara bata: demi 

hukum. 
(3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota 

Oewal"l Pengawas tida~ hadir tanpa alasan yang s_ah, yang bersengkutan 
dianggap menerima has1l rapat. 



r.4) A pabila Pc>rbuata . 
merupakan foda n . yang d1lokukan olf')h ang90ta Dewan Pengawas 
yang bersan ·,, _k P~dana yang telah memperoleh Kekuatan hukum tetap, 

9 .utan d,berhentikan dengan tidak hormat. 

BAB VII 
PEGAWAI 

Pasal36 

(1} K t t de en uan • !ent~ng kepegawaian PDAM diatur dan ditetapkan oleh Dircksi 
engan pe.setuJuan Supati. 

(2) Peraturan rn<>r,oe • G .. . - .., ria, aJt Pcgawai PDAM ditetapkan oleh uireksi dengcan 
pP,rsetuJuan 8upati. 

BAB VIII 
TAHUN BUKU DAN LAPORAN KEUANGAN 

Pasal37 

(1) Tahun Buku Perusahaan adalah tahun takwin. 

(2} Selarnbat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhimya tahun buku, Oireksi 
menyampaii<an Laporan Keuangan kepada Bupati melalui Ketua Dewan 
Pengawas U!'ltuk mendapatkan pengesahan yang terdiri dari Neraca dan 
Perhitunga:, Laba/Rugi Tahunan. 

. (3) Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dialldit oleh akuntan publik atau auditor lainnya. 

(4) Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), Bupati memberikan pembebnsan tanggung jawab kepada Direl<.si 
dan Dewar, P,~ngawas. · 

(5) .Selambat-/ambatnya 3 (tiga) bu/an sel:elum beral<hirnya tahun buku, Di:-eksi 
telah mengaj11kan Rencana Bisn is ~an Anggaran Tahunan PDAM kepada 
6upati melalui Ketua Dewan P~nrawas untuk mendapatkan pengesahan. 

(6) Apabila pada tanggal 31 Desember tahun berjalan Bupati belurn 
mengesahkan Re-ncana Bisnis dan Anggaran Tahunan POAM yang diajukan, 
ciianggap telal~ disahkan. · 

I 

(7) Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran PDAM dalam tahun yang berjalan 
harus _mendapatkan pengesahan Bupat; setelah mendapatkan pertimbangan 
Dewan Pengawas. ., 

BAB IX 
PENETAF'AN DAN PENGGUNAAN LADA 9ERS1H 

Pasal 38 

( 1) Laba bcrsih POAM yang telah disahkan ol~h Bupati setelah dipotong pajak 
dibagi : 
a. bagian :aba Pemerintah Daerah sebesar 40% (empat puluh perseratus): 
b. cadangan L•mum sebes.ar 20% (dua puluh perseratus): 

c. cadangcin tujuan sebesar 20% (dua puluh perseratus); 

, d. dana kes8jahteraan sebesar 10% (sepuluh perseratus); 



e. jasa prodwk5i s~besar 10% (sepuk1h perseratus). 

(2) B_agian laba Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a 
dianggark::.!11 dalam ayat penerimaan anggaran tahunan PDAM pada tahun 
anggaran berikutnya. 

(3) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d ant~ra lain 
Lll"~uk_ dana pensiun Direksi dan pegewai serta untuk keperluan lain yang 
se;enis. 

(4 ) P~nggunaan jasa produksi seb::igaimana dimaksud ayat (1) huruf e 
d1tetapkan Direksi denga_n persetujuan Bupati. 

BABX 
DANA PENSIUN 

Pasal39 

( 1) D_ireksi dan pegawai POAM wajib diikutsertakan pada program pensiun y~ng 
d1s01enggmakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pens1un 
Lembaga Keuangan. 

(2) Penyelenggara:m program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1~ 
didasar1<an atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bag, 
Oireksi dan pegawai POAM sesua.i dengan pNaturan perunC:ang-undangan. 

BABXI 
TANGGUNG JAWAO DAN TUNTUTAN GANTi RUGI 

Pasal 40 

( 1) Anggota Direksi dan/ata:J pegawai PDAM yang dengan sen~aja atau karnna 
kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PDAM wDjib mcngganti ksrugian. 

(2) Tata cara penye:lesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disesuaikan dengan peraturan perunda, ,g-undangan yang berfaku. 

BAB XII 
ASOSIASI DAN KERJA SAMA 

r Pasa/41 

(1} Setiap PDAM wajib me.njadi anggota Persatuan Perusal:\aan Air Minum 
Seluruh Indonesia (PERPAMSI). 

(2) POAM dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan/perb3 nkan 
sena /emoaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen, 
profesionalisme pcrusahaan dan lain-lain atas oersetujuan Bupati. 

(3) POAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memanfaatkan 
PERPAMSI sebagai asosiasi _yang menjembatani kegiatan kerjasama antar 
PDAM dalam dan luar negen dan Derkoordinasi dengan instansi terkait di 
pu~at dan daerah: 



BAB XIII 
PEMBINAAN 

Pasal 12 

(1) Bup~ti melakukan pembinaan umum terha~ap PDAM dalam rangka 
~er.trig~atkan di3ya gun::1 dan hasil guna PDAM sebagai alat kelengkapan 
oiono~t daer ah sehingga dapa! beroperasi se.;ara sehat, efektif, cfisien dan 
profesronal. 

(2) Dalar~ r:nelal<sanakan pembinaan sebagaimana oimaksud pada ayat (1) 
Bupat1 d1bantu oleh Wal<il Bupati dan Sekretaris Oaerah. 

BAB XIV 
PEMBUBARAN 

Pasat43 

(1) Pembubaran POAM ditetapkan dengan ~raturan Daerah. 
(2) Untuk melal<i;ariai<an pembubaran POAM sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dibentuk panitia pembubaran oleh Bupati. 

(3) Apabila PDAM dibubarkan maka hutang dan kewaJiban keuangan dibayar 
dari harta ke:kayaan PDAM dan sisa lebih/kurang menj2di milik dan/atau 
tanggung jawab Pemerintah Oaerah. 

(4) Dalam hal pembubaran PDAM sebagaimana dimaksud paC::a ayat (1) Pasal 
ini Bupati harus menyelesaikan kekayaan Direksi dan Pegawai PDAM. 

BAB XV 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 44 

Penet8 pan tarif PDAM ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah 

dil<onsultasikan d13ngan OPRO. 

BAB XV\ 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pas3I45 

semua kekayaan dan/atau asset terma'>uk hutang PDAM menjadi kekayaan 
d~n/atau asset da"l kewajiban POAM yang ditetapkan dalam P,eraturan Oaerah 

ini. 
BAB XVII. 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 46 

oengan berlakunya Pf!raturan Oaerah ini maka Peratu,an Oaerah Kabupat~n 
Karanganyar Nomor 23 :rahun 2001_ tentang Perusahaan Oaerah Air Minum 
Kabupaten Kar~nganyar d1cabut dan dinyatakan tidt.k berlal<u. 



Pc.:sal 47 

Hal- h::,I yang belurn diatur dalam Peratu:-an Oaerah ini sepanjang mengenai 
pelaksanaannya a!<on diatur Jebih Janjut o!eh Bupati. 

Pasal 48 

Peralur~n Oaerah in: rn = mulai ber!aku padiJ ianggal diundangkan 

Aga.- setii:!p orang dapat mengetahuinya, memerir.tahkan pengundangan 
Pe;aturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
l<abupaten Karanq;:myar 

Oiundangkan di Karanganyar 
pada tanggal ~ S \v--·.JII\ .2001,. 
. fJ I 

E ~E ARIS DAERAH 
~~111/Jt<~TE I KAFANGANYAR, 

___.I·~\ 
l 

' 

Ditetapkan di Karanganyar 
al 2 ~ dl,I.MI\ ..'.2-00't 

GANYAR, 

Hj RI ......,,.,,...,~ ANINGSIH, SPd.,M.Hum. 

., 

•. 



PENJELASAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN l<'.ARANGAMYAR 

NOMOR 13 T.A.HUN 2007 

TENTANG 

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KARANGANYAR 

I . PENJELASAN UMUM 

Perusahac:n Oc:ierah Air Minum Kabupaten Karanganyar yang didirikan 

berdasarkail Pcraturan Daerah Kabupaten Oaerah Tingkat II Karanganyar 

Nomor 5 Tahun 1 g53 tentan) Perusahaan Daerali Air Minum Kabupaten 

Daerah Tingkat II Karanganyar dan ternkhir diatur dalam Peraturan Daerah 

Kabupaten Karar.ganyar Nomc,r 23 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah 

Air Min~m Kabup2ten Karanganyar sudah tidak sesuai lagi kondisi saat ini 

sehingga per:L: diatur kembali. Beberapa alasan yang menjadi dasar 

perubahan sec-.ara menyelumh terhadap Peraturan Oaerah dimaksud adalah 

tuntutan mastarakat akan kebutuhan dan pelayanan pemenuhan air bersih 

dan air mint;:,, yang semakin meningkat, adanya perubahan peraturan 

perund2ng-undangan di tingkat pusat khususnya dengan ditetapkannya 

Peraturan Menferi Dolarn Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Org~n dan 

Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum serta perlunya penambahan 

modal dasar gun a peningkatan pelayanan dan prof esionalisme pengelolaan 

PDAM. 

Mal<sud dan tujuan pengaturan l<embal: Peraturan Daerah tentang 

Perusaha.:ln Daerah Air Minum Kabupaten Karanganyar adalah untuk 

meningkatkan peran dan fungsi PDAM dalam meningkatkan derajat 

kesehatan masyc1rakat da:i sekaligus sebagai salah satu sumber pendat>atan 

asli daereh ,nelalui kegiatan penyelenggara .. n, pengelolaan dan pengawasan 

pemakaian air bersih dan air minum secara merata dan. ,e.fisien deng,m 

me, nperltarikan kelestarian lingkungan. 

Untuk membsrikan landasan hukum terhadap pengaturan kembali 

t1::ntang pengelolc1an PDAM Kabupaten Karanganyar, perlu diatur qan 

ditetapkan ctcngan Peraturan Daerah. 

11. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Pasal2 

·. Pasal 3 

: Cukup jel2s 

:, Cukup jelas 

: : Cukup jelas 



Pasal4 

Pasal 5 

ayat (1) : Cui<up jelas 

ayat (2) : Cukup jelas 

ayat (3) : Cukup jelas 

ayat (4) : yang dimaksud usaha lain yang sejenis adalah usaha 
yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengclolaan 
air bersih dan. air minum. 

: Cukup jelas 

Pasal 6 : Cukup je!as 

Pasal 7 ayat (1) : Cukup jelas 

ayat (2) : yang dimaksud rnelepaskan status kepegawaiannya 
adalah mengundurkan diri dari Pegawai Negeri Sipll. 

ayat (3) : Cukup jelas · 

oyat (4) : Cukup jelas 

ayat (5) : Cukup jelas 

Pasal 8 : Cukup jelas· 

Pasal9 

Pasal10 

Pasal 11 

Pasal 1?. 
Pasal 13 

Pasal 14 

Pasal 15 
Pasal 16 

Pasal 17 

Pasal 18· 

Pasal 19 
Pasat20 
Pasa: 2·1 

Pasal 22 ayc1l (1) 

: Cukup jela~ 

: Cukup jelas 

: Cukup jelas 

: Cukup jelas 

: C:ukup jelas 

: Cul<up jelas 

: Cukup jelas 

: Cukup jelas 

: Cukup jelas 

: Cukup jelas 

: Cukur, jelas 

: Cuk1Jp jelas 

: Cukup jelas 

: yang dimaksud dengan pejabat pemerintah daerah 
adalah pejabat yang tugas pokok dan fungslhya 
membina perusahaan daerah. 

Yang dimaksud profesional adalah tenaga profesional 
yan memiliki keahlian, kemampuan dan pengalaman 
dalam memimpin dan/atau mengelola perusahaan 
termasuk mantan unsur Pimpinan Perusahaan Oaerah 
Air Minum. 

Yang dimaksud masyarakat konsumen adalah tokch 
ma.syarakat pelanggan air bersih dan/atau air minum 
yang merigetahui dan memahami manajemen 
perusat.aan dan mampu menjembatani antara POAM 
dengan masyarakat pelanggan. 

ayal (2} : Cukup ;elas 



Pasal23 : Cukup jefas 

Pasal24 : Cukup jelas 

Pasal25 : Cukup jelas 

Pasal26 : Cukup jelas 

Pasal 27 : Cukup jelas 

Pasal28 : Cukup jelas 

Pas;,i! 29 : Cukup jelas 

Pasal30 : Cukup jelas 

Pasal31 : Cukup jelas 

Pasal 32 : Cukup jelas 

Pasal33 . : Cukup jelas 

Pasal 34 : Cukup jelas 

Pasal 35 · Cukup jelas 

Pasal 36 : Cukup je·las 

Pasal37 : Cukup je. las 

Pasal38 : Cukup jelas 

Pasal39 : Cukup jelas 

Pasal 40 : Cul<up jelas 

Pasal41 : Cukup jelas 

Pasa! 42 : Cukup jelas 

Pasa!43 : Cukup jeias 

Pasal 44 : Cukup jelas 

Pasal45 : Cukup jelas 

Pasal46 : Cukup jelas 

Pasal 47 : Cl!kUp jelas 

Pasal 48 : Cukup 1clas 

., 


